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Abstract :
This study discusses the Disdukcapil Performance of Meranti Islands District in Improving the Quality of Public Services. The type of research used in this study is qualitative descriptive. In this study, the subjects studied were Disdukcapil's performance in improving the quality of public services. The location of the study is the Population and Civil Registration Service of the Meranti Islands Regency. In this study using data collection techniques of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are interpretative data analysis. From the research conducted, the results of the research are based on several indicators, namely as follows: In terms of ethical ethics, employees still show an inappropriate attitude and have not fully fulfilled their attitude in excellent service. In terms of time there are still delays in the settlement. Another weakness is the lack of understanding of the quality management of services for employees in charge of serving. In terms of responsiveness it can be said that there are still deficiencies. In an effort to improve the quality of public services, the Merdukcapil District of Meranti Regency has not yet been fully realized.








Sejak didirikan pada tahun 1945, Republik Indonesia menjanjikan kehidupan yang bebas dan otonom dari intervensi asing, dan selanjutnya kehidupan Propinsi dan Kabupaten/kota yang juga relative otonom. Namun, janji ini belum sepenuhnya terwujud karena perjalanan yang ditempuh bangsa Indonesia seringkali menyimpang dari arah dan cita-cita kesepakatan kolektif bangsa. Bernegara bukan hanya urusan membuat, mempertahankan dan memperluas bangsa beserta ruang hidupnya, melainkan persoalan administrasi yang kompleks termasuk dalam hal ini adalah penataan struktur birokrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan kepada warganya. (Agus Dwiyanto,dkk. 2003:9)
Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mengenai hubungan yang erat dengan desentralisasi. Tujuan dan sasaran dari kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah : efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Pemda dalam hal ini harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian maka misi utama Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat dan mengembangkan sektor unggulan dengan cara-cara yang demokratis, kemudian berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib, yang berpedoman pada Standar Pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Dinamika pelayanan publik telah cukup lama mengalami perkembangan baik secara kultural, maupun struktural dengan intensitas yang semakin meningkat. Dinamika tersebut terdorong oleh globalisasi informasi dan reformasi tata pemerintah dilakukan berbagai perubahan dan inovasi baru, dan di semua organisasi Pemerintahan. 
Karena itu, tuntutan-tuntutan terhadap kualitas kinerja birokrat seringkali muncul sehubungan dengan rendahnya kualitas pelayanan publik para aparatur birokrasi pemerintah dalam proses pelayanan publik tersebut. Untuk memperoleh pelayanan seperti pembuatan KTP, pengguna jasa seringkali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan teknis yang agak rumit.  Rutinitas tugas-tugas pelayanan dan penekanan yang berlebihan kepada pertanggung jawaban formal mengakibatkan adanya prosedur dianggap masyarakat dinilai lamban. Para pegawai tidak lagi merasa terpanggil untuk meningkatkan efektivitas dan memperbaiki prosedur kerja karena alasan egois yang sederhana, yaitu mereka menolak adanya perubahan.
Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh prosedur pelayanan yang berbelit-belit, tetapi masih banyak terdapat faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja dalam birokrasi pelayanan publik.Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik terlalu berorientasi kepada pejabat atau atasan yang berwenang serta pertanggung jawaban formal. Penekanan kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang, sehingga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi hanya sebatas menjalankan tugas. 
Untuk memahami beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat, di antaranya dapat disebutkan beberapa persoalan sebagai berikut :
1)	Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin 
2)	Mencari berbagai dalih, seperti kekurang lengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan dan dalih-dalih lain yang sejenis
3)	Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain
4)	Sulit dihubungi
5)	Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata ”sedang diproses”.(S.P. Siagian , 1996 : 39)
Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Korupsi terjadi karena kualitas pelayanan publik yang tidak transparan, tidak tepat waktu dan prosedur yang panjang. Pada satu sisi masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang cepat dan tepat. Di sisi lain, fakta pelayanan masih jauh yang diharapkan, ibarat di awang-awang, hanya indah untuk diucapkan tetapi tidak dapat dirasakan manfaatnya, karena pelayanan publik yang berkualitas harus sesuai dengan kebutuhan riil dan mampu menjawab harapan masyarakat tersebut.
Birokrasi umumnya dipandang sebagai aktor yang sekedar menerapkan kebijakan yang telah diputuskan. Monopoli yang dilakukan birokrasi di semua sektor pembangunan masyarakat, termasuk yang bersifat privat justru mendatangkan begitu banyak persoalan di dalamnya. Persoalan ini mulai dari kebijakan hingga implementasi di lapangan, yang salah satunya adalah pelayanan publik yang memang harus diakui sarat dengan KKN. Masyarakat harus mengeluarkan uang bila berurusan dengan birokrasi, pelayanan yang lambat serta pelanggaran HAM. Inilah yang disebut dengan praktik mal-administrasi.
Dalam praktiknya, banyak sekali budaya aparatur negara yang menyebabkan pelayanan kepada publik tidak maksimal untuk dilakukan. Birokrasi kita menganut tradisi lisan, suka berbicara di seminar atau berbagai forum tanpa ada keputusan yang konkrit. Akibatnya, tidak ada satu orang pun yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Tanggung jawab pengambil keputusan hanya menumpuk pada pucuk pimpinan, karena itulah birokrat cenderung tidak suka semua serba tertulis dan transparan karena ketahuan siapa nanti yang harus bertanggung jawab, korupsi pun sulit untuk diungkap. Tidak hanya itu, aparatur negara pun punya kebiasaan tidak disiplin dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat malah minta dilayani, apalagi dilayani dengan “bahasa amplop”. 
Bentuk mal-administrasi itu merupakan salah satu atau beberapa bentuk seperti, keputusan yang berlarut-larut, kurang pantas, sewenang-wenang, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, baik yang mengarah maupun tidak mengarah pada ketidakadilan.
Eksistensi otonomi daerah merupakan tonggak perubahan pelayanaan publik bagi masyarakat daerah. Pada masa lalu, pelayanan publik identik dengan proses berbelit-belit, biaya tinggi dengan persyaratan yang begitu rumit dan tidak jarang memberatkan serta membingungkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah. Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah merupakan momen yang tepat bagi daerah untuk mengurangi bahkan menghilangkan citra negatif pelayanan publik di masa lalu dan menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih merakyat, baik secara prosedur maupun teknis pelaksanaannya.    
Sehubungan dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009, yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, maka terbentuklah pula salah satu instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Adanya kebijakan pusat tentang otonomi daerah memberi ruang kepada Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengurus segala proses administrasi dan pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.  
Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri merupakan kabupaten Bungsu yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten ini berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan jarak Kabupaten lebih dekat ke Malaysia daripada ke ibukota Provinsi yaitu Pekanbaru. Akses masyarakat Kecamatan ke Kabupaten harus ditempuh melalui laut dan menggunakan transportasi laut. Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada pada level menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat Kabupaten KepulauanMeranti yang bekerja di Malaysia, bahkan banyak yang menjadi imigran gelap di Malaysia.
Dengan adanya Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal menyelenggarakan pendataan, membuat KTP, membuat Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. 
Seiring dengan dijalankannya visi dan misi Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat banyak persoalan-persoalan yang menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan dari Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti. Masalah ketepatan waktu ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPT sekarang ini. Hal ini perlu diperhatikan. Selain itu, masalah SDM yang kurang memadai juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang membahas mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena-fenomena sosial untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi atau kelompok secara kekinian.(Danim, 2002:34). Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskriptifkan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Ketika mengumpulkan data deskriptif, peneliti menggunakan cara sabar (with picking day).
Menurut Nawawi (1998:63) metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang   tampak atau sebagaimana adanya.
Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti yaitu kinerja Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, peneliti juga akan mengemukakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Dinas tersebut. Lokasi penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :
1.	Observasi/pengamatan
Guba dan Lincoln juga mengatakan bahwa teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Lexy Moeleong, 2001:125).





Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat seperti kepala kantor, sekretaris, kepala bidang serta para staff serta masyarakat pengguna.Wawancara dilakukan terhadap informan yang mewakili kategori yang terlibat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
1.	Dokumentasi
Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Berkenaan dengan hal itu perlu diupayakan untuk memahami suatu obyek atau kasus tertentu berdasarkan pada gambaran situasi sosial pada waktu kasus itu muncul dan gambaran reaksi sosial terhadap kasus tersebut. 
Teknik Analisis Data




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan umum) dll. Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah public authorities (otoritas negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public sector (sektor negara).(Nurcholis 2005:175). 
Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat. 
Pelayanan publik adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya. (Lijan Poltak Sinambela, 2008 : 5)
Sebagai sebuah norma yang baru, standar pelayanan publik akan diterima oleh aparat birokrasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1)	Mampu meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
2)	Dapat digunakan sebagai cara yang efektif untuk menghemat energi dalam memberikan pelayanan publik sehingga tidak lagi bersifat trial and error
3)	Mampu mencerminkan kemampuan untuk merumuskan masalah dan menawarkan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut
4)	Mampu dalam jangka panjang digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang sudah dibuktikan kebenarannya di banyak tempat. (Purwanto 2009: 309).
Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah:
a. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi dan lain sebagainya.
b. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau bahkan nasional. Contonya dalam hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan bergabung dengan pelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk membentuk sistem pelayanan angkutan umum di Jakarta.
c. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.
d. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan.
e. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.
f. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing.(Yogi.S & M.Ikhsan, 2000:15) 
Pelayanan publik (public service) merupakan salah satu cabang pembahasan yang cukup aktual dalam kajian birokrasi. Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kinerja birokrasi dapat dinilai, salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik. Sebagai implementasi kebijakan birokrasi di lapangan, pelayanan publik menarik minat tersendiri untuk dipelajari.
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari :
1)	Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2)	Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3)	Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4)	Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5)	Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
6)	Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.( Lijan Poltak Sinambela 2008 : 6 )
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 membedakan jenis pelayanan menjadi empat kelompok. Adapun empat kelompok tersebut adalah sebagi berikut :
a.	Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain, KTP, Akte pernikahan, Akte kelahiran, Akte kematian, BPKB, SIM, STNK, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah, dsb.
b.	Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c.	Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. (Ratminto & Atik Septi Winarsih 2005 :56 )
Adapun penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :
a.	Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b.	Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
-	Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
-	Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
-	Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c.	Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d.	Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
e.	Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
f.	Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g.	Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
h.	Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
i.	Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j.	Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, tertatur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi oleh fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat sampah, tempat ibadah,dll. ( Ratminto & Atik Septi Winarsih 2005 : 35)
	Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib dan ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :
a.	Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
b.	Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c.	Biaya Pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
d.	Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
e.	Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f.	Kompetensi Petugas Pemberi Layanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
   Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap Negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.
Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state).
B.	Kinerja Pelayanan Publik
Secara etimologi, kinerja berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan (entries), yakni : (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggung jawab, (4) melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang. Dari masukan tersebut dapat diartikan, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. (Sinambela  2008 : 4).
Dalam kinerja tidak terlepas dari pegawai. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keahlian tertentu. Senada dengan pendapat tersebut, kinerja diartikan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.(Stephen P. Robbins dalam Lijan Poltak Sinambela:2008 : 43)
Kinerja menurut penulis adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.
Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan (Dwiyanto,1995 : 47).
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. 
Salah satu yang sulit dalam analisis kinerja organisasi adalah memilih perangkat ukuran kinerja berdasarkan hasil yang seimbang untuk mengukur kesuksesan dalam memenuhi tujuan dan sasaran organisasi, terutama yang berhubungan dengan kinerja organisasi, di mana hal tersebut dirasakan oleh para pelanggan secara keseluruhan.
Levinne dkk. (1990) dalam Dwiyanto (1995 : 85) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (responsiveness), responsibilitas (responsibility), dan akuntabilitas (accountability). Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
Teori yang diungkapkan oleh Dwiyanto dan Levinne ini bisa digunakan dalam penelitian ini, sebab untuk melihat kinerja dari dari sebuah organisasi birokrasi yang menyangkut pelayanan publik tidak bisa terlepas dari indikator kepuasan pengguna jasa yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat sendiri bisa menilai seperti apa pelayanan jasa yang mereka terima. Sedangkan akuntabilitas dan responsivitas menjadi indikator selanjutnya yang juga sangat penting, sebab akuntabilitas dan responsivitas menyangkut pertanggungjawaban dari apa yang telah organisasi birokrasi dalam memberi pelayanan. 
Salim & Woodward (1992) dalam Sedarmayanti (2004 : 56) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas dan persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik /proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan.
Kinerja birokrasi sebenarnya  dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, maupun responsibilitas. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk meihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.
Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) dalam hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 96) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.  
Kinerja organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai, oleh sebab itu apabila kinerja organisasi ingin diperbaiki tentunya kinerja pegawai perlu diperhatikan. Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis pekerjaan dan ketrampilan melakukannya, oleh karena itu seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya.(Terence R. Mithcell: 1978 dalam Agus Dwiyanto 2008 : 115).       
Kinerja pegawai merupakan indikator selanjutnya dalam menentukan kinerja yang baik. Kinerja pegawai merupakan faktor yang sangat penting sebab oleh pegawai-pegawai tersebut maka pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Tentu saja kinerja pegawai ini meliputi beberapa hal seperti etika, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai-pegawai tersebut.
Dalam Kepmenpan No.26 tahun 2004 dijelaskan mengenai petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yaitu :
	Transparansi Pelayanan Publik
Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi :
    1.	Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.

3. 	Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan
Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun adminsitratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

4. Rincian Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

5. Waktu Penyelesaian Pelayanan
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya /dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melaksanakan azas First in First Out/FIFO).
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di depan loket pelayanan.

6.	Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab
Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan kelihan/persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas. Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. 
7. Lokasi Pelayanan
Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor Kelurahan/ Desa/ Kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.

8. Janji Pelayanan
Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.
Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayananan. Dapat pula dibuat “Motto Pelayanan”, 

9. Standar Pelayanan Publik
Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 
10. Informasi Pelayanan
Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertangung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. 
	 Akuntabilitas Pelayanan Publik
Pertanggung-jawaban pelayanan publik meliputi :
1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik
	Pengaduan Masyarakat
Setiap lembaga pelayanan publik harus menyiapkan fasilitas untuk pengaduan masyarakat sebagai upaya timbal balik dari pelayanan yang diberikan. Pos pengaduan masyarakat dapat berupa website, kotak pos, kotak saran, dan lain – lain.
Untuk mengukur kinerja dari kantor pelayanan publik maka indikator yang paling tepat digunakan adalah kepuasan pengguna jasa (masyarakat), responsivitas (keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, akuntabilitas (kepatuhan terhadap peraturan-peraturan), fasilitas yang ada di kantor pelayanan, kinerja pegawai (etika, kemampuan dan pengetahuan), dan biaya. Indikator-indikator ini dianggap bisa digunakan untuk melihat kinerja dari kantor pelayanan.
C.	Kualitas Pelayanan Publik





5.	Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat;
6.	Melakukan segala sesuatu secara benar;
7.	Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut antara lain :
1.	Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2.	Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3.	Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4.	Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5.	Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6.	Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.
Zeithaml (1990) dalam Yogi.S (2002:25) mengemukakan ada 10 (sepuluh) dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :
1.	Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi;
2.	Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
3.	Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
4.	Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
5.	Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;
6.	Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;
7.	Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko;
8.	Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;
9.	Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;
10.	Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap  masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :
1)	Kinerja (performance)
2)	Keandalan (reliability)
3)	Mudah dalam penggunaan (ease of use)
4)	Estetika (esthetics). (Lijan Poltak, 2008: 6)
Banyak konsep dari berbagai literatur yang melihat kualitas dari berbagai dimensi. Konsep-konsep yang telah disebutkan di atas semuanya bisa digunakan sebagai karakteristik kualitas pelayanan. Namun jika dihubungkan dengan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi maka kualitas sangat berhubungan dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini, pelayanan yang diberikan berupa jasa, maka kualitas dilihat dari berbagai dimensi seperti ketepatan dan kecepatan dalam proses, teknolgi canggih yang digunakan kantor, kemudahan akses, dan kinerja pegawai yang baik.
Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan (LAN, 2003 dalam Yogi.S, 2002:23) adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan yag dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi kebutuhannya.
Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. 
Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variable-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variable yang dimaksud adalah :
1)	Pemerintahan yang bertugas melayani.
2)	Masyarakat yang dilayani pemerintah.
3)	Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik.
4)	Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih.
5)	Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan.
6)	Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat.
7)	Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat.
8)	Perilaku pejabat yang terlibat pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka. (Lijan Poltak Sinambela 2008 : 
Selanjutnya, salah satu faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah etika pelayanan publik. Etika bisa dimaknai sebagai bidang yang mengkaji tentang kesusilaan, apa yang baik yang mesti dilakukan serta apa yang tidak dilakukan dan mesti dicegah.
Etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. (Kumorotomo,1996 : 48).
Membicarakan etika dalam pelayanan publik adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan dalam pelayanan publik seperti keterkaitan, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas menjadi kajian etika pada tataran praktis, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat menjelaskan hakikat pelayanan publik. Masalah etika dalam birokrasi menjadi keprihatinan yang sangat besar karena perilaku dan tingkah laku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya tetapi masyarakat banyak. Selain itu, birokrasi juga bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang birokrat bekerja untuk Negara, maka berarti juga untuk masyarakat. Merupakan suatu kewajaran jika rakyat harus mengabdi kepada kepentingan umum menurut standar etika yang ada.
Selanjutnya, Fitzsimmons dalam Ahmad Ainur (2008 : 43) berpendapat terdapat lima indikator pelayanan pulik, yaitu reliability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; responsiveness, yang ditandai dengan keinginan yang melayani konsumen dengan cepat; assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan empati yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Kualitas yang baik dalam pelayanan terutama jasa dapat dilihat dari berbagai hal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kualitas meliputi proses pelaksanaan yang tepat dan cepat, biaya yang murah, kemudahan akses, profesionalisme pegawai dan teknologi canggih yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :
1)	Tingkat Kepuasan Masyarakat :
a.	Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
Pada indikator ini, semua masyarakat pengguna mengakui dalam prosedur pelayanan tidak ada kendala. Dalam mekanisme pelayanan pembuatan KTP, KK, dan Akea kelahiran, pemohon mengantar berkas ke loket yang telah disediakan. Pemohon menyampaikan berkas dan dokumen pendukungnya di Front Office (petugas penerimaan berkas). Setelah dinyatakan lengkap oleh petugas maka permohonan disalin (di input) kedalam sistem informasi pelayanan, berkas permohonan selanjutnya diproses. Dari segi kesederhanaan, prosedur mekanisme pelayanan di Disdukcapil menerapkan sistem yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan masyarakat pengguna dapat diambil kesimpulan, prosedur pelayanan di Disdukcapil bisa diikuti oleh masyarakat dan tidak ada kendala yang berarti. Prosedur yang diikuti oleh masyarakat pengguna sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh Disdukcapil. Hanya saja terkadang masyarakat awam masih kurang paham tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi karena sebelumnya mereka tidak tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sebelum mereka datang ke Disdukcapil itu sendiri. Dan ini menyebabkan mereka harus datang lagi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Ditambah lagi masyarakat pengguna yang terkadang malas untuk mengurus persyaratan-persyaratan seperti syrat rekomendasi dari camat atau persetujuan dari lurah yang mereka anggap hanya memperlambat proses penyelesaian. Padahal persyaratan-persyaratan tersebut sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada.
b.	Etika pelayanan
Etika pelayanan merupakan salah satu indikator yang juga penting dalam pelayanan. Etika dalam pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.  
Melalui wawancara dengan  beberapa masyarakat pengguna dan dari pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masih terdapat kelemahan pada indikator ini. Pegawai ataupun petugas yang bertugas melayani kurang memiliki etika. Hal ini terlihat dari sikap acuh dan tidak ramah dari beberapa pegawai di loket penerimaan berkas dan pegawai lainnya yang bertugas melayani masyarakat pengguna secara langsung. Selain itu seringkali pegawai mengeluarkan kata – kata kasar kepada masyarakat pengguna yang kurang memahami prosedur pembuatan kartu ataupun akte. Sebagian besar petugas yang ada di Disdukcapil adalah tenaga honorer. Tugas – tugas pelayanan sebagian besar diserahkan sepenuhnya kepada tenaga honorer. Tidak adanya kontrol dari pimpinan menyebabkan pegawai ataupun tenaga honorer ini tidak menyadari kesalahan mereka.

c.	Kemudahan dalam mengakses pelayanan
Sebelum tahun 2011, masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya yang berada di Kecamatan sangat terkendala dalam memperoleh pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran. Hal ini karena untuk mencapai ataupun menempuh Kabupaten masyarakat ini harus menyeberangi pulau melalui transportasi laut yang tidak tentu waktu keberangkatannya. 
Dari permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk UPTD Disdukcapil di setiap Kecamatan  yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 9 UPTD untuk 9 Kecamatan. UPTD ini dibentuk pada tahun 2011 sebagai upaya Disdukcapil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. UPTD ini betugas sebagai penerima berkas dan perekaman foto untuk e-KTP, namun proses penerbitan KTP, KK, dan Akte Kelahiran tetap dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten. Setelah berkas diterima, maka pegawai dari setiap UPTD mengantar berkas – berkas tersebut ke Disdukcapil Kabupaten untuk diproses.

d.	Ketepatan waktu dalam proses pelayanan dengan yang ditetapkan
Secara prosedur yang berlaku di Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti, waktu penerbitan KTP, KK dan Akte lahir adalah 10 hari setelah berkas dilengkapi. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluh karena lamanya proses pelayanan yang terkadang mencapai 1 (satu) bulan atau lebih. 
Setelah dilakukan penelitian, hal ini disebabkan pegawai dan petugas penerima berkas di Disdukcapil seringkali menumpuk berkas terlalu banyak sehingga banyak berkas yang terselip dan tidak diproses. Selain itu permasalahan juga terjadi di UPTD Kecamatan, pegawai UPTD selalu menunggu berkas dan kelengkapan administrasi lainnya banyak baru diantar ke Kabupaten, ini mengakibatkan proses penyelesaian bisa sampai berbulan – bulan.
Kurangnya disiplin kerja dan kecekatan dari pegawai atau petugas pelayanan menjadi salah satu factor penghambat peningkatan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil.
 
e.	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan unit pelayanan. 
Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku bahwa setiap pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, masyarakat tidak dikenai biaya sepeserpun mulai dari pelengkapan berkas sampai pada proses penerbitan. Namun yang terjadi di lapangan berdasarkan dari pengakuan masyarakat, masih ada pegawai atau petugas yang menerima pungli dengan tujuan mempermudah persyaratan administrasi dan mempercepat proses penerbitan.
Banyaknya masyarakat yang malas berurusan dengan  birokrasi memberi peluang kepada oknum – oknum pegawai atau petugas yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Hal ini sudah menjadi budaya di kalangan pegawai maupun di masyarakat bahkan sudah tidak dianggap asing lagi. Istilah “orang dalam” sudah cukup akrab di telinga masyarakat pengguna.

2)	Kemampuan Sumber Daya Manusia, 
Dalam hal ini adalah kinerja pegawai. Ini dapat dilihat dari : 
a.	Komitmen dari pegawai
Menurut peneliti, komitmen para pegawai di Disdukcapil masih terdapat kelemahan seperti yang diakui oleh pihak Disdukcapil. Komitmen yang baik harusnya ditunjukkan dengan tanggung jawab penuh. Sangat sulit memang untuk menjaga komitmen itu. Komitmen berhubungan erat dengan etika, cara melayani masyarakat serta kepuasan dari masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kinerja komitmen ini harus betul-betul diperhatikan dan dipahami serta dijalankan. Sehubungan dengan adanya komitmen dalam hal pelayanan maka perlu adanya peningkatan terus menerus untuk memperoleh komitmen yang lebih baik. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, maka sangatlah mustahil mengharapkan kualitas yang baik dari pelayanan tersebut. 

b.	Kemampuan pegawai dalam bekerja secara tim
Dalam pelayanan diperlukan teamwork atau kerjasama yang baik antar pegawai. Dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan suatu pekerjaan harus ada kesamaan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemampuan para pegawai dalam bekerja secara tim sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil, dapat dilihat adanya kendala dalam menyatukan visi dan misi dari masing-masing pegawai karena sebelumnya mereka berasal dari instansi yang berbeda karena seringnya terjadi mutasi. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja tim. Pegawai yang baru dimutasi harus beradaptasi dengan tugas yang baru. 
c.	Tingkat pendidikan dan keahlian pegawai
Tingkat pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah tingkat pendidikan secara akademisi. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap pegawai sangat mempengaruhi kemampuan kinerja pegawai tersebut. Selain tingkat pendidikan, keahlian pegawai juga sangat mempengaruhi kualitas kinerja. Keahlian yang dimiliki pegawai tentunya yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya. Misalnya saja dalam kemampuan menggunakan informasi dan teknologi serta keahlian lainnya. Selain itu, penempatan pegawai pada jabatan tertentu sesuai dengan bidang, pendidikan dan keahlian yang dimiliki juga sangat mempengaruhi kinerja.
Jika dilihat dari data yang ada, sebagian besar pegawai negeri atau ASN di Disdukcapil memiliki jenjang pendidikan Diploma 3 dan S1. Sebagian kecil ada berpendidikan SMA.
Namun dari segi keahlian, banyak dari Pegawai Negeri atau ASN yang tidak memahami penggunaan teknologi dan informasi sehingga yang terjadi banyak tugas – tugas pegawai yang diserahkan kepada tenaga honorer di kantor ini.
Sejauh ini upaya yang dilakukan Disdukcapil dalam meningkatkan kemampuan pegawai adalah dengan mengirimkan para pegawai mengikuti diklat dan pelatihan.
d.	Pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen kualitas pelayanan bagi pegawai yang bertugas melayani
Pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen kualitas pelayanan mutlak diperlukan oleh para pegawai. Hal ini merupakan indikator selanjutnya dalam menentukan kinerja yang baik. Manajemen kualitas pelayanan meliputi kriteria-kriteria dari pelayanan yaitu : kesederhanaan, reliabilitas, tanggung jawab dari para petugas pelayanan, kecakapan para petugas pelayanan, pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas, keramahan, keterbukaan, komunikasi antara petugas dan pelanggan, kredibilitas, kejelasan dan kepastian, keamanan,  mengerti apa yang diharapkan pelanggan, kenyataan, efisien dan ekonomis. Aspek tersebut harus dipahami oleh setiap pegawai yang bertugas melayani. 
Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Disdukcapil tahun 2017, petugas pelayanan masih kurang menyadari dan memahami akan tugas dan fungsinya, hal ini mempengaruhi sikap dan prilaku dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat. Sejauh ini apa yang dikerjakan oleh pegawai hanya sebatas aturan kerja dan tanggung jawab tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai manajemen kualitas itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar para pegawai memiliki pemahaman mengenai manajemen kualitas pelayanan.
3)	Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki sebuah gedung yang berada di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi gedung dari yang terlihat sangat kurang memadai mengingat kantor ini merupakan salah satu SKPD yang berhubungan dengan pelayanan publik yang melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kantor ini juga tidak memiliki ruang tunggu yang nyaman, hanya ada sedikit kursi didepan kantor yang digunakan oleh masyarakat pengguna.
 Ruang  - ruang yang ada berukuran sangat kecil dan sempit sehingga menyulitkan untuk melakukan segala kegiatan administrasi dan pelayanan. Sampai saat ini belum ada perbaikan atau penambahan sarana gedung. 
4)	Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik (RENSTRA) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pengukuran pencapaian kinerja Disdukcapil dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh Disdukcapil Kabupaten kepulauan Meranti.
Berdasarkan laporan akuntabilitas di Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti serta dari hasil-hasil wawancara yang dilakukan, dapat terlihat bahwa dari segi akuntabilitas Disdukcapil dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan, visi dan misi dari Disdukcapil. Memang masih banyak kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil. Namun, Disdukcapil juga telah memiliki upaya-upaya untuk pemecahan masalah. Adanya dukungan dari masyarakat dan kerjasama misalnya dalam hal kelengkapan persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk mengurus segala dokumen juga sangat penting agar proses pelayanan menjadi lancar.
5)	Responsivitas
		Responsivitas yakni keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. 
		Disdukcapil dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dalam pengurusan kependudukan  dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada masyarakat. Saat ini Disdukcapil berusaha merubah paradigma lama masyarakat mengenai birokrasi yang negatif seperti prosedur yang berbelit-belit, waktu yang lama dalam penyelesaian serta biaya yang mahal. Untuk itu diadakan sosialisasi sampai ke kecamatan agar masyarakat bisa datang sendiri ke Disdukcapil atau UPTD Kecamatan untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan kependudukan serta merubah paradigma lama tersebut. Namun, ada kendala dari masyarakat yaitu tidak ada keterbukaan dari masyarakat secara langsung terhadap ketidakpuasan dalam pelayanan di Disdukcapil. Padahal hal ini sangat penting untuk langkah Disdukcapil selanjutnya agar bisa memenuhi harapan masyarakat. 
		Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat tersebut dapat dilihat adanya keselarasan antara program yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat. Hal utama yang menjadi keinginan masyarakat adalah kemudahan dalam mengurus perizinan, tidak berbelit-belit, serta murah dari segi biaya. Kesemuanya itu dapat dilakukan oleh Disdukcapil saat ini walaupun masih ada beberapa kendala yang harus dtindaklanjuti.

KESIMPULAN 
Menurut peneliti, masih banyak kendala yang mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya peneliti melihat Disdukcapil belum sepenuhnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari segi kemampuan aparatur, sikap pelayanan prima, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana yang belum memadai adalah masalah yang paling perlu diperhatikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat terhadap Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Meranti akan semakin kuat.
Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara harapan atau keinginan pelanggan dengan kenyataan yang diberikan oleh penyedia layanan. Dengan demikian aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Selanjutnya aparatur yang berkualitas akan meningkatkan citra aparatur pemerintah dimata masyarakat.
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